Menimbang:

WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
KAMPUNG BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

a. bahwa sektor kepariwisataan merupakan salah satu
penggerak perekonomian yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
pengelolaan dan pengembangan secara sistematik,
terencana, terpadu, dan berkelanjutan;

b. bahwa pengelolaan dan pengembangan sektor
kepariwisataan Kota Banjarmasin memerlukan
diversifikasi obyek wisata yang salah satunya
berorientasi pada pelestarian kampung banjar;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam pengelolaan dan pengembangan kampung
banjar, maka diperlukan penetapan kampung banjar
sebagai kampung wisata;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu

menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang



Mengingat:

1.

Kampung Banjar;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015



Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dialam Negen Nomar 80 Tashun
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2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

{Berita Negara Republik Indonesia Tohun 2018 Nomor
157);
7. Peraturan Daerah Provinst Kalimantan Selatan Nomeor 8

Tahun 2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Selaten Tahun 2010 Nomor 8);

8. Peroturan DPaeralf Kota Banjarmasm Nemeor 7 Tahun

[

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat

Doersh Kot Banjarmasin {{embaran Daerah XKota

Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Paerah Kota Barjarmasin Nomer 40%;

Menctapkarn: PERATURAN WALIKOTA TERTANG KAMPUNG BANJIAR.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Xota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
unsur penvelengoara Pemerintahan Daeraly yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
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Budas T ol adaolah Leahuids n vono tuombnh dan herlbembano serts
aya Lokal adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang se
dimiliki dan diakui oleh masyarakat suku bangsa setempat.

Cagar Budayz adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Bends

Cagar Budaya, Bangungan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs

L3

Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di ai

ua

yan

perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi

sejarah, ilmu pengetahuan pendidikan agama dan/atau kebudayaan

melalui proses penetapan.

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi
bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan,
walktn atan agama vang sama

Pokdarwis adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh
masyarakat hukum adat tertentn, mempunyai wilayah tertentu dan
harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur

dan mengurus serta menyelesailean hal-hal yang berkaitan dengan adat.
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Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang

digunakan untuk mengelepresitzan rass keindashan dari dalam jiwa
manusia
6. Scjarah Lokal adalah proses perkembangan kearifan kemamasiaan &
Daerah
Posat 2
Ruang lingkup vang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi:
o mnenstanan Kamnnng Raniar:
a. penetapan Kampuong Banjar;
b. persyaratan administrasi dan teknis;
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c. perbndvupgon pemanfaatan dan pengembangan:
d. pengelolaan;
e. pembinaan; dan
f. partisipasi masyarakat.
Pasal 3
Tujuan penetapanKampung Banjar:
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mewigudkan masyaralat § Banjar sadar wisats;
b. memberdayakan dan meningkatk konomi kerakyatan;
c. memehhara dan membina secara berkelanmjutan tata kehidupan
tradisional dan seni budaya syarakat Kampung Banjar;
d. menocembhonolren don memanfasilran notensi kebhudavoon inksl sehoond
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destinasi wisata kawasan Kampung Banjar;
&

membangun parfisipasi masyarakat Kampung Banjar dalam menata
dan memelihara lingkungan guna mempertahankan keberadaan

Lebudavaan sehaoai ohiel wisats:
'yaan Sebagail objek wisa

menciptakan peluang usaha kepada masyarakat sebagai pelaku,
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Fungsi Kampung Banjar:

sarana ednlkatif dan relreaci-
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b. sarana pengembangan seni dan budaya;
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b. menjaga kelestarian lingkungan; dan

c. meniava lkeirthaso revimilron pochon. Ao lreorifa Inlroiommiino
menjaga gexnasan, Xeumkan, Keashan, dan xearian logainampung

BAR 1I

JENIS, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENETAPAN KAMPUNG BANJAR

acal A
asai ¢

(1) Jenis wisata pada Kampung Banjar paling sedikit memuat:

b. kerajinan tangan;

—
&

W
-

Penatanan

Penetapan jenis wisafza lainnya

harus bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat Kampung Banjar dan

tidak bertentangan dengan nilai Budaya Lokal dan religius.
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asal O

Persyaratan teknis penetapan Kampung Banjar sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 meliputi:

a. aktifitas masyarakat herbasis pariwisata;
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c. ketersediaan tempat pusat kegiatan tradisional masyarakat; dan
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Persyaratan administrasi penetapan Kampung Banjar sebagaimana

dimakeud dalam Pasal 7, meliputi:

a. sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah

ai
Kota Baniarmasin

L= ~y

b. memiliki Pokdarwis dan/atau Karang Taruna;

d. program kerja pengurus Kampung Banjar.
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Tata Cara Penetapan
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Tata cara penetapan Kampung Banjarsebagai kampung wisata diatur
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pengajuan usul penetapan Kampung Banjar oleh Lurah kepada

Wennla Thn rqur\('ruﬂ nerounrotnomn enhaonimann Adimairennd dalonae nonl G
Asxax MAVALEGALL UL DY G AL OV GRS AL VAL GO A MALCULL L Gaoaa
dan Pasal 10,

hari kerja sejak diterimanya persyaratan sebagaimana dimaksud
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Banjar;
dalam hal pemberian jawaban sebagaimana dimaksud pada huruf b,
Kepala Dinas melakukan verifikasi persyaratan administrasi dan telmnis

sebagai bahan pertimbangan atas usul penetapan Kampung Banjar;
Wanala Thrnae dalarm melelnlban verifikzer da s
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Verifikasi Penetapan Kampung Banjar;

alasan yang jelas.

BA

PERLINDUNGAN, PEMANFAATAN, DAN PENGEMBANGAN

UU

1

Pagal 12

Kampung Banjar yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan

Kampung Banjar yang telah ditetapkan sebagai kampung wisata wajib
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. pemeliharaan Cagar Budaya Kampung Banjar;
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(e}

. melestarikan Sejarah Lokal Kampung Banjar.

c. komunikasi budaya;

Pengembangan nilai Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,
m-:-li"rﬂiij_ bpg:&tﬂ'ﬁli

e -

a. penelitian;
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BAR IV

PENETAPAN KAMPUNG BANJAR

-1

Pooal 17
4 CANMAL L

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kampung Banjar yang telah

aran telnis dan administrasi:
ran e a MSTrasi

memeniihi nersvar
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a. Sungai Jingah;
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BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pacal 1R
A& LANPUAL s

Partisipasi masyarakat dalam mendukung kelestarian kawasan Kampung

dan Kelurahan

Cn.n.J e
a. Pokdarwis; dan
h Waranog Tarmina
b, Karang Taruna,
BAR VI
PEMBINAAN
Pasal 19
(1) Dinas  Pariwisata, Kecamatan,
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melakukan

Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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b. peningkatan wawasan dan keterampilan teknis;
¢, dulduinean nromosi dan informasi;

. fasilitasi sarana dan prasarana;
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pengkajian pengembangan; dan

r lranrdinne: Anr rermincnma Aerrioran

e AAUUA LLAOR el a e L~ = e (SRR e
DPaaonl 20
4 oL

riiniiilran dan

B e

|



Pokdarwis dan/atau Karang Taruna Kampung Banijar
(2) Pembinaan melalui peningkatan kualitas manajemen pengelolaan
sebagaimana dimalcend pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
a. pelatihan di bidang manajerial;
b. pelatihan di bidang pengembangan jaringan;
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(2) Pembinaan melalui peningkatan wawasan dan keterampilan teknis

a. sosialisasi program Kampung Banjar;
b. lokakarya yang diikuti oleh Pokdarwis/ Karang Taruna Kampung

Banjar; dan

Pasal 22
(1) Dukungan promosi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 ayat (2} huruf ¢ diarahkan untul memperkenalkan potensi

pariwisata dan menginformasikannya kepada masyarakat luas.

Pembinaan melalui dukungan promoesi dan informasi sebagaimana

¥

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:

E\J

pembuatan mater: informas: Kampung Banjar;

pembuatan dan pemutakhiran basis data Kampung Banjar;

pameran dan pergelaran potensi Kampung Banjar;

& 6 o

pendokumentasian kegiatan Kampung Banjar;
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Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat {2} huruf d diarehkan un

Fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan dan kompetisi sebagaimana
9

dimalsuid  dalam Pasal 1

AAA A

memperkenalkan dan mengukur tingkat perkembangan Kampung
Bania

-
LJlA.i.-

Pembinaan melalui fasilitasi penyelenggaraan pertunjukan dan

BA

Pt

PENGELOLAAN

vii

Dinas bertanggung jawab terhadap pengelolaan Kampung Banjar.
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Karang TarunaKampung Banjar

Pokdarwis dan/atau

Dinas melalui

yang

tarik wisata

dan daya

potensi

pengelolaan

melakukan

a.

sebuah paket wisata yang menarik dan layak jual;

menyiapkan masyarakat sebagai pelaku wisata;

C.

memelihara rumah adat banjar sebagai rumah wisata bekerja sama

€.

Pokdarwis dan/atau Karang Tarunamemiliki fungsi sebagai berikut:

kepada

pemerintah kelurahan dan Dinas.

(1) Pokdarwis dan/atau Karang TarunaKampung Banjar dapat membentuk

(2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

3!

b. perkumpulan lembaga usaha dengan akta notaris.

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

pada tanggal 26 Desember 2079

WALIKOTA BANJARMASIN,

f—

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin

pada tanggal 26 Desember 2019

e )

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

A

HAMLI KURSANI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 NOMOR 122



